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BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA B D

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR O2TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

1L

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);
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a. U
P:ncql;‘:g;ul’:dang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Mal k“ ukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi
T ahu u Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

i Republik Indonesia Nomor 4937);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarar

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
mor 183, Tambahan

Republik I[ndonesia Tahun 2019 No
k Indonesia Nomor 6398);

06 Tahun 2014 tentang
k Indonesia Tahun 2014 Nomor
esia Nomor 5494);

Lembaran Negara Republi

7. Undang-Undang Nomor
(Lembaran Negara Republi
7, Tambahan Negara Republik Indon

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

| 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘[[ “hun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

.| 2015 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
A1 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

L ‘ 'V: UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- W'. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

' 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

rgvk*p 1’ Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);
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Menetapkan :

-

13.

14.

116,

16.

1175

18.

185

20.

21.

22,

28.

TGL|P

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraar Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor  }; 014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam
Kabupaten Pulau Morotai.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA

CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MORQTAI
HUN ANGGARAN 2020.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 [0 | KABAG HUKUM.L

[])alam pergturan ini yang dimaksud dengan: “’x'up
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
penggunaanggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Pulau Morotai.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik [ndonesia.

6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi
Hasil.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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15.

16.

14,

18.

19,

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Moro

2020 dialokasikan se

a. Alokasi Dasar; [no|  Pesasar TGL
b. Alokasi Afirmasi; RE

c. Alokasi Kinerja; dan .

d. Alokasi Formula. I

. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut. -
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya dising
rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang dit
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

yang meliputi

kat RKUN, adalah
entukan oleh

pada bank sentral.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah

rekening tempat penyimpanan uang daera
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening

tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa
untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh
pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA,
adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran.

h yang ditentukan oleh Bupati
membayar seluruh

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
tai Tahun Anggaran

cara merata dan berkeadilan berdasarkan:

LIPA }I‘-"

2

=
K

™

&1 4
Pasal 3 KAD Pm)

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam

dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten /kota dibagi’ jumiah d,esg;_
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuang.an
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa,

5
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Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢, dibagi kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian
hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%; 3
c. Capaian keluaran (outpuf) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7 U«kD ,

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 hg’le a dinilai dari
perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio
belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang
APBDes.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari
persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan
barang jasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf ¢
dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase
capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6
huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status

desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 9
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten Pulau Morotai

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa kabupaten Pulau Morotai
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Il

Z3 rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

Desa kabupaten Pulau Morotai

Z4 = io IK i
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Pulau
Morotai
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau
Morotai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah
Bupati Pulau Morotai menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari
Kepala Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap Il dilaksanakan setelah
bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap Il dilaksanakan setelah
Bupati Pulau Morotai menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap Il dari Kepala Desa, serta laporan

konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran

sebelumnya.
(6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap [ dan tahap Il secara bersamaan,

penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. tahap I dan tahap Il berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap Il berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap II;
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa

anggaran sebelumnya.

R4

Scanned by CamScanner



@ z:s;:;n t;ia:;)sifl Pznyelfapan dan capaian output Dana Desa §ampai
i ri e ‘se agaimana dlmaksud pada ayat (6), mequnjukkan
W o) si penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh

an rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) C?‘Pa]a” output sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dan ayat (6)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(10)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian /lembaga terkait.

BAB IV |
PENGGUNAAN DANA DESA 7 ZP

3
Pasal 12 6 | S HUKUM | wm/

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan ‘dan | |
pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan Dapur Sehat, q'
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Satgas Sampah Desa,
Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air
Bersih, Listerik Untuk Masyarakat, PAUD, Stunting, BUMDES, dan

esuai dengan kebutuhan Masyarakat.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Pulau Morotai.

(3) Persetujuan Bupati pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai

APBDes.

pembangunan yang lain s

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai mengenai

kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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' BAB V .
/ SANKSI
. Pasal 15 Py ’L_“"V
(1) Bupati Pulau Morotai menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. B'upati Pulau Morotai belum menerima dokumen sebagaimana [r‘
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati Pulau Morotai melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati Pulau Morotai dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16
(1)Bupati Pulau Morotai menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a telah diterima;,

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat
pengawas fungsional daerah.
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‘4'
F 4 (2) Dalan :
s am hal penundaan penvalur -
f"‘t ! penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
K. ayat (1 2 uruf :
’,.‘.’ B (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan
erakhirnya ta : 4
- hun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke

RIS o .
D dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati P
BUPE ule ‘olai i : :
au Morotai melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaks g avat (! ‘
aksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

4 i Pule ; :
(4) Bupati Pulau Morotai memberitahukan kepada Kepala Desa yang

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November

tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan

APBDes tahun anggaran berikutnya.
(5) Bupati Pulau Morotai menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dala
ntuan peraturan perundang-

m rancangan APBD tahun

langgaran berikutnya sesuai dengan kete

undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu

kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota
yaluran sisa Dana Desa tahap Il vang

menyampaikan permintaan pen
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa p

aling lambat minggu ketiga bulan

Juni tahun anggaran berjalan.
(7) Dalam hal bupati/wali kota tidak meny

kembali sebagaimana dimaksud pada ay
imana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

ampaikan permintaan penyaluran

at (6), sisa Dana Desa di RKUD

sebaga

Pasal 17
u Morotai melakukan pemotongan

ah dikenakan sanksi penundaan

( I)Bupati Pula penyaluran Dana Desa

dalam hal setel penyaluran Dana Desa

sud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat

D lebih dari 30% (tiga puluh persen).
na Desa sebagaimana dimaks
ana Desa tahun anggaran berik
pemotongan penyaluran D
(1) kepada Kepala KPPN sefa

sebagaimana dimak
sisa Dana Desa di RK
(2) Pemotongan penyaluran Da ud pada ayat (1)

dilakukan pada penyaluran D

(3) Bupati Pulau Morotai melaporkan

utnya.
ana Desa
ku KPA

sebagaimana dimaksud pada ayat
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

)

i A Nt
! S I ¥ il
}\ J)’F\BAU HLMUM

Shah NITRES

‘dlm =

l

k

Scanned by CamScanner



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Pulau Morotai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggalu 7 JAN 2020
BUPATI, PULAU MOROTAI,

B LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MQRQTAI,

NO PEJABAT TGL F

G Wb J Bupat

KAl pmD

==

11
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR U1 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI

TAHUN ANGGARAN 2020

i KECAMATAN DESA PAGU DANA DESA PER DESA
| [MOROTAI SELATAN
”—;— Gotalamo 952,531,000
3 Daruba 1,088,447,000
;‘ Darame 790,234,000
[ Wawama 925,247,000
g Pandanga 958,787,000
: Juanga 821,349,000
£ Totodoku 1,086,066,000
] Mamojiu 909,852,000
9 Sabatai Baru 903,870,000
10 Sabatai Tua 922,615,000
L Daeo 1,037,173,000
12 Dehegila 847,193,000
13 Pilowo 864,093,000
14 Galo-Galo 807,632,000
15 Koloray 822,054,000
16 Yayasan 825,710,000
17 Joubela 1,238,288,000
18 Aha 812,709,000
19 Muhajirin 779,190,000
20 Mandiri 1,001,037,000
21 Falila 786,739,000
22 Sabala 806,181,000
23 Daeo Majiko 923,535,000
24 Morodadi 855,629,000
25 Nakamura 855,339,000
Il |MOROTAI SELATAN BARAT
26 Wayabula 912,168,000
27 Tiley 873,652,000
28 Ngele-Ngele Kecil 848,332,000
29 Cucumare 813,412,000
30 Aru Irian 807,751,000
31 Waringin 860,666,000
32 Tutuhu 924,045,000
33 Cio Gerong 844,414,000
34 Cio Dalam 793,360,000
35 Usbar Pantai 801,983,000
36 Tiley Pantai 838,789,000
37 Cio Maloleo 883,758,000
38 Bobula 867,199,000
39 Ngele-ngele Besar 793,266,000
40 Raja 909,274,000
Il [PULAU RAO
41 Sami Nyamau s, 952 Eﬂé Qg0
42 Aru Burung ~1,023,063.000
43 Lou Madoro 987 308 000
44 Leo-Leo 1,026,584.000
45 Posi-Posi 1,050,258,000 R, <
{v |MOROTAI IAYA o & i
46 Pangeo 955,474,000 r)q [\;, ‘“/)J |
47 Sopi 838,074.000 [\ |
48 Bere Bere Kecil ———1,025,663,000"
49 Titigogoli 946,278,000
SO Hapo 1,037,962,000
51 Libano 800,174,000
32 Aru 922,519,000
53 Towara 1,013,899,000
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Cendana
Podimor Pada 1,082, 733000
gk — 781,670,000
' “ 50pi Majiko 882,605,000
58 Gorugo 801,813,000
59 Loleo 977,197,000
v |MOROTAI UTARA Cempaka £84.182,000
60
61 Bere-bere 785,356,000
62 Sakita 901,182,000
63 Tawakali 923,345,000
& Yao 869,554 000
65 Bido 798,342,000
66 Gorua 915,284,000
67 Korago 759,914,000
) Lusuo 946,536,000
Kenari 1,136,801,000
& Loleo Jaya 1,009,160,000
70 Maba 810,728,000
L2 Tanjung Saleh 757,687,000
72 Goa Hira 775,220,000
73 Gorua Selatan 872,336,000
vI |MOROTAI TIMUR
74 Buho-Buho 843,507,000
75 Wewemo 822,308,000
76 Mira 776,244,000
77 Lifao 890,837,000
78 Rahmat 875,082,000
9 Sambiki Tua 834,755,000
80 Sangowo 952,754,000
81 Sambiki Baru 951,457,000
82 Sangowo Barat 860,142,000
Sangowo Timur 813,575,000
84 Seseli Jaya 841,298,000
85 Hino 800,723,000
86 Gosoma Maluku 832,037,000
87 Gamlamo 932,915,000
88 Doku Mira 759,284,000
Total 78,377,893,000
NO| PEJABAT  [TGL / BUPATI PYLAU MOROTAI,
1. | Waki Bupan
2 | Seess :
3 ,

BENNY LAOS
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